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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perhatian khusus tentang Narkotika dan mereka yang telah menjadi 

pecandu Narkotika seperti obat – obatan terlarang yakni Narkotika, Psikotropika 

hingga zat adiktif lainnya di Indonesia sangat di perhatikan.1 Sebelum digunakan 

sembarangan oleh orang narkotika Sebagai alat yang digunakan dalam bidang 

keagamaan dan juga sebagai pengobatan, lazim atau candu merupakan jenis 

narkotika pertama yang digunakan sering juga disebut madat atau opium.2 Di 

Indonesia Narkotika tersebar dengan membuat saluran Pengiriman Narkotika 

sangat luas hingga dapat mencakup semua kalangan dan lapisan di masyarakat, 

Mulai dari Kalangan Pejabat, public figure seperti artis hingga remaja pada 

kalangan usia produktif berkisar pada umur 15 – 24 tahun bahkan masih duduk di 

pendidikan sekolah yang seharusnya menjadi aset bagi Negara sangat Rentan 

untuk hanya sekedar mencoba namun efeknya menjadi ketagihan dan kecanduan 

Narkotika.3 

Beberapa alasan mengapa anak – anak yang belum dewasa dapat terlibat 

jerat narkotika, karena penyalahgunaan narkotika sendiri terjadi akibat dari

                                                             
1 Alwi dan Hasan,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm. 

66. 
2 Kusno Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana 

Narkotika Oleh Anak, Malang: Umm Press, 2009, hlm.3. 
3 Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, Belajar Hidup bertanggung Jawab, 

Menangkal Narkoba dan Kekerasan. Jakarta. Balai Pustaka, 2008, hlm. 26. 
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interaksi yang memiliki setidaknya memiliki 3 (tiga) faktor yaitu diri sendiri 

(individu) , tempat bergaul (lingkungan), dan masih tersedianya narkotika itu 

sendiri.4 

Narkotika terbagi menjadi 2 (dua) yakni ada yang berasal dari tanaman 

semisintesis juga berasal dari tanaman sintetis yang sangat mudah didapatkan oleh 

masyarakat dan tanpa pengawasan dokter zat atau obat ini dapat menimbulkan 

penurunan atau perubahan kesadaran.5 Dengan ditetapkannya Undang – undang 

nomor 35 tahun 2009 yang juga telah mengatur mengenai pengaturan tentang 

rehabilitasi medis dan sosial serta pemanfaatan narkotika untuk kepentingan 

pengobatan dan kesehatan. Oleh karena itu, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika merupakan dasar bagi penegakan Hukum dalam rangka 

untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, 

kesehatan serta untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.6 

Interaksi yang memiliki setidaknya memiliki tiga faktor yaitu individu, 

Lingkungan, dan Ketersediaan Narkotika itu sendiri.7 

Narkotika yang berasal dari tanaman sintesis maupun semisintesis dapat 

ditamui dengan mudah oleh masyarakat dan tanpa pengawasan dokter zat atau 

                                                             
4 Dinas Kesehatan DKI Jakarta,  Penanggulangan Terpadu Penyalahgunaan Narkotika 

Berbasis Masyarakat, https://dinkes.jakarta.go.id/ Diakses pada tanggal 21 Desember 2020, Pukul 

21.00 WIB. 
5 Terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika 
6 Siswanto S,  Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotik, Jakarta: Rineka Cipta, 

2012, hlm 83. 
7 Dinas Kesehatan DKI Jakarta,  Penanggulangan Terpadu Penyalahgunaan Narkotika 

Berbasis Masyarakat, https://dinkes.jakarta.go.id/ Diakses pada tanggal 21 Desember 2020, Pukul 

21.00 WIB. 

https://dinkes.jakarta.go.id/
https://dinkes.jakarta.go.id/
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obat ini dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran.8 Dengan 

ditetapkannya Undang – undang nomor 35 tahun 2009 yang juga telah mengatur 

mengenai pengaturan tentang rehabilitasi medis dan sosial serta pemanfaatan 

narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan. Oleh karena itu, Undang 

- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar bagi 

penegakan Hukum dalam rangka untuk menjamin ketersediaan obat guna 

kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan serta untuk mencegah 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.9 

Mengkonsumsi obat – obatan secara terus – menerus bahkan sampai 

kecanduan dapat menimbulkan gangguan sosial, gangguan fungsi sosial yang 

terjadi merupakan efek atau dampak yang dapat berupa tidak terupayanya atau 

ketidakmampuan memenuhi kewajiban terhadap keluarga atau kawan – kawan 

sepergaulannya karena perilakunya yang menjadi penyebab umum gelaja 

pengguna narkotika,dan ekspresi perasaan agresif yang tidak wajar. Gangguan 

fungsi sosial yang terjadi dapat berupa sering terjadinya melanggar peraturan lalu 

lintas akibat intoksikasi, bahkan mereka yang kecanduan Narkotika dapat 

melakukan tindak pidana kriminal seperti pencurian karena adanya motivasi untuk 

terus membeliuntuk terus untuk  narkotika dan memerlukan uang.10 Berikut juga 

                                                             
8 Terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika 
9 Siswanto S,  Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotik, Jakarta: Rineka Cipta, 

2012, hlm 83. 
10 Satya Joewana,  Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Gangguan Zat Psikoaktif, 

Jakarta: EGC, 2005,  hlm.2. 



4 
 

 
 

dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan Narkotika, 

diantaranya:11 

a. Mementingkan Untuk terus Menggunakan Narkotika dibandingkan dengan 

keperluan lainnya; 

b. Tidak dapat terlepas dari jeratan Narkotika, sebab apabila hasrat untuk 

menggunakan narkotika tersebut tidak terpenuhi maka penggunanya akan 

mengalami sakaw; 

c. Overdosis, hasrat untuk terus menggunakan membuat penggunanya akan 

terus menggunakan narkotika diakibatkan oleh terus bertambahnya dosis 

pengunaan narkotika tersebut; 

d. Mengalami Gangguan bahkan Kerusakan pada organ tubuh; 

e. Mengalami Perubahan sikap yakni menjadi egois atau mudah marah, 

sombong dan cenderung jahat. 

f. Terjangkit Penyakit mematikan, seperti HIV/AIDS, Sifilis, dan lain – lain; 

g. Terganggunya Perekonomian, Narkotika dijual dengan harga rata – rata 

yang cukup mahal sedangkan apabila seseorang tersebut telah kecanduan 

maka akan terus ingin merasakan narkotika tersebut terus – menerus dan 

akan terus membeli narkotika; 

h. Meningkatkan kegiatan yang tidak baik di kalangan pelajar seperti 

tawuran antar pelajar. 

                                                             
11 Riva Aji Prawiro, Jeratan Penyalahgunaan Narkoba dalam Kehidupan Remaja, 

http://jurnalilmiahtp2013/12/jeratan-penyalahgunaan-narkoba-dalam.html, Diakses pada 11 

Oktober 2020 Pukul 21.00 WIB. 

http://jurnalilmiahtp2013/12/jeratan-penyalahgunaan-narkoba-dalam.html
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Dampak negatif dari penggunaan narkotika nyatanya tidak membuat 

seseorang takut untuk mencoba menggunakan narkotika dimana masih terdapat 

pecandu narkotika baik di kota yang kecil maupun di kota besar sekalipun 

menjadi semakin kompleks. Sejalan dengan masih terdapatnya pecandu narkotika 

di Indonesia, beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam 

memberantas dan menindak lanjuti pecandu narkotika dengan memberikan 

tindakan rehabilitasi agar dapat mengurangi dampak buruk yang terjadi terhadap 

pecandu narkotika baik secara medis maupun sosial. 12 

Kejahatan Narkotika (the drug traffificking industry) merupakan bagian 

dari kelompok – kelompok maupun organisasi yang menupakan kejahatan 

transnasional (activities of transnastional criminal organizations).13 Dalam upaya 

menanggulangi narkotika dapat dilakukannya dua pendekatan yaitu yang pertama, 

Penegakan Hukum terhadap Kejahatan tindak Pidana Narkotika juga telah 

dilaksanakan oleh aparat Penegak Hukum sampai dengan putusan hakim telah 

banyak di keluarkan dalam sidang pengadilan, dan cenderung akan menjatuhkan 

sanksi pidana yang akibatnya pecandu narkotika mendekam di dLembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) tanpa dberi kesempatan untuk menjalankan rehabilitasi.14 

Berharap dengan langkah penegakan hukum ini dapat menanggulangi semakin 

maraknya pecandu narkotika namun semakin intensifnya upaya dalam 

                                                             
12 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Dampak langsung dan tidak 

langsungPenyalahgunaan Narkoba, https://bnn.go.id/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-

penyalahgunaan-narkoba/ Diakses pada tanggal 21 Desember 2020, pukul 20.58 WIB. 
13 Sudarto,  Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986,  hlm.105. 
14 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “Dekriminalisasi Penyalahgunaan 

Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia”, https://bnn.go.id/dekriminalisasi-

penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia/ , Diakses pada tanggal 6 

Januari 2020, pukul 20.50 WIB. 

https://bnn.go.id/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba/
https://bnn.go.id/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba/
https://bnn.go.id/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia/
https://bnn.go.id/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia/
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menegakkan hukum ini yang terjadi ialah semakin pula meningkat peredaran dan 

penyalahgunaan narkotika tersebut.15 Upaya ini dilakukan untuk mengurangi 

suplai persediaan narkotika melalui tindakan premptif, respresif/yudikatif. Kedua, 

pendekatan Kesejahteraan dilakukan untuk mengurangi kebutuhan pecandu 

narkotika oleh masyarakat yang meliputi tindakan promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitative. Upaya ini dapat dilaksanakan oleh sektor kesejahteraan yaitu di 

dibidang kesehatan, agama, sosial, pendidikan, dan lain – lain. Dengan 

dilaksanakannya upaya ini secara menyeluruh, terpadu, dan kesinambungan 

diharapkan dapat memberhentikan kasus pecandu narkotika khususnya di 

Indonesia.16 

Upaya dalam menanggulangi tindak pidana atau politik kriminal meliputi 

beberapa ruang lingkup yang cukup luas yaitu penerapan hukum pidana, 

pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai 

kesejahteraan dan kepidanaan lewat media masa. Dalam mecapai kesejahteraan, 

hal – hal tersebut harus dipahami melalui kebijakan kriminal yang dapat 

digambarkan sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang perlu ditempuh 

dengan pendekatan kebijakan, yaitu adanya keterpaduan (integritas) antara upaya 

penanggulangan Kejahatan Penal dan Non-penal.17 Upaya Penanggulangan 

kejahatan melalui jalur penal merupakan upaya yang bersifat repressive 

(Penindasan / Pemberantasan / Penumpasan) yang dilakukan setelah adanya 

                                                             
15 O.C. Kaligis dan Associates, Narkoba dan peradilannya di Indonesia, Reformasi 

Hukum Pidana Melalui Perundang dan peradilan, Bandung: Alumni, 2002, hlm.260. 
16 Pramono U.Tanthowi, NARKOBA Problem dan Pemecahannya dalam Perspektif 

Islam, Jakarta: PBB, 2003, hlm.26-27. 
17 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Semarang: PT Aditya 

Bakti, 1996, hlm.4. 
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tindak pidana tersebut terjadi, sedangkan jalur non penal merupakan jalur yang 

titik beratnya kepada siat preventif (Pencegahan / Penangkalan / Pengendalian) 

yakni dilaksanakan sebelum terjadinya tindak pidana tersebut.18 

Oleh karena itu harus ada paradigma Penyelesaian tindak pidana yang 

kriterianya tidak tergantung pada selesainya mewujudkan perbuatan, akan tetapi 

apakah dari perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat terlarang atau tidak.19 

Metode pengobatan atau Kuratif ditujukan Kepada Pecandu atau mereka yang 

memakai Narkotika, yang tujuannya ialah mengobati serta melapaskan rasa 

ketergantungan dan menyembuhkan penyakit seperti penyakit berbahaya serta 

gangguan mental dan moral sebagai dampak dari kecanduan narkotika yang 

dilakukan oleh dokter yang mempelajari secara khusus tentang penanganan 

pecandu narkotika. Hal ini sebagai bentuk kegiatan pengobatan penderita atau 

pengguna diantaranya untuk penghentian dan pemaikan narkotika (detoksifikasi), 

pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh, serta penyakit penyerta narkotika 

bisa berupa penyakit HIV / AIDS, Hepatitus B/C, Sifilis, Pneumonia, dan lain – 

lain.20 

Mengenai Sanksi tindakan (maatregel) yang bertujuan melindungi 

masyarakat serta mewujudkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan 

penyalahgunaan narkotika dan sebagai wujud kesetaraan sanksi tindakan dan 

sanksi pidana inilah yang menjadi dasar pemikiran dari konsep doubel track 

                                                             
18 Sudarto,  Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni,1986,  hlm.118. 
19 Adami Chazawi, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & 

Peringanan, Kejahatan  Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas (bagian 2),  Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2002, hlm. 2. 
20 Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, Jakarta: 

Esensi Erlangga, 2008,  hlm.102. 
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system yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan narkotika yakni 

dengan Rehabilitasi.21 Sesuai dengan Undang – Undang Narkotika BAB IX Pasal 

53 dan pasal 54, Rehabilitasi merupakan fasilitas yang sifatnya semi tertutup yang 

ditunjukkan kepada pecandu narkotika sebagi cara dalam pemulihan kesehatan 

jiwa dan raga pecandu narkotika yang telah menjalani program kuratif, sehingga 

diharapkan dapat memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat 

berintergrasi lagi dalam masyarakat.22 Pelaksanaan test Narkoba yang dilakukan 

selama ini memang tidak dapat menjangkau semua individu, akan tetapi para 

pecandu Narkoba yang sudah dewasa ataupun yang belum dewasa dihimbau agar 

segera melaporkan kasus kecanduannya untuk menjalani terapi rehabilitasi di 

tempat - tempat terapi rehabilitasi. Proses melaporkan diri itulah yang disebut 

wajib lapor.23 

Setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang 

Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, ini merupakan wujud komitmen 

pemerintah dalam menjalankan hak bagi pecandu narkotika agar mendapatkan 

pelayanan Pengobatan atau terapi dan Rehabilitasi, ini juga menjawab kecemasan 

masyarakat yang cenderung takut apabila ingin melaporkan dirinya ataupun orang 

terdekatnya yang menggunakan narkotika kepada Institusi Pelaksanaan Wajib 

lapor (IPWL) yang telah dibuat oleh pemerintah karena stigma jelek yang ada di 

                                                             
21 Muhammad Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double 

Track System & Implementasinya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 28. 
22 Yong Ohoitimur, Tujuh Teori Etika Tentang Tujuan Hukum, Jurnal Studia, Vol.01 

No.02,  Universitas De La Salle Manado, http://ejournal.stftws.ac.id/index.php/spet/article/view/12 

Diakses pada 07 Mei 2021, pukul 14.19 WIB. 
23 Haerana. 2016. Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Di Kota 

Makassar. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 06, No. 02. Universitas Muhammadiyah Makassar, 

https://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/view/2475 , Diakses pada tgl 21 Desember 2020, pukul 

17.50 WIB. 

http://ejournal.stftws.ac.id/index.php/spet/article/view/12
https://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/view/2475
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pikiran masyarakat apabila seseorang pengguna narkotika akan dijebloskan di 

dalam penjara, yang sebenarnya ialah jika seseorang terbukti bahwa hanya 

merupakan korban akan mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Menurut Arif Gosita 

“Korban Merupakan orang yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat 

dari tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau 

orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang 

bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.24 Van Boven juga 

mendefinisikan bahwa korban merujuk kepada deklarasi prinsip – prinsip Dasar 

Keadilan bagi Korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dimana secara 

individu maupun kelompok mengalami kerugian, termasuk juga menjadi cidera 

fisik maupun mental penderitaan secara emosional, mengalami kerugian ekonomi, 

atau perampasan yang nyata terhadap hak – hak dasarnya, baik diakibatkan oleh 

suatu tindakan (in act) maupun diakibatkan karena kelalaian.25 

Disahkannya Undang – undang Nomor 35 tahun 2009, dengan 

dibentuknya institusi yang berwenang dalam memberikan upaya Rehabilitasi bagi 

mereka yang terbukti merupakan korban dari pengunaan narkotika, dalam hal ini 

yang merupakan Institusi penerima wajib lapor terdapat di pusat kesehatan 

masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk 

pemerintah.26 Di Sumatera Selatan, Badan Narkotika Nasional menjadi salah satu 

lembaga yang mengampu pecandu narkotika dalam pelaksanaan wajib lapor 

                                                             
24 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Graha 

Ilmu, Yogyakarta: 2010,  hlm.49. 
25 Ibid. hlm.50. 
26 Terdapat pada pasal 2 Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan 

Wajib lapor Pecandu Narkotika. 
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mendatangi trmpat tinggal orang yang telah menjadi pecandu narkotika untuk 

dilakukan upaya rehabilitasi, disamping melakukan pendekatan kepada pecandu 

narkotika sekaligus dalam mensosialisasikan Wajib lapor kepada masyarakat yang 

belum mengetahui adanya institusi penerima wajib lapor bagi pecandu narkotika 

khususnya pada kalangan pelajar dan mahasiswa.27  

Tugas institusi wajib lapor ini Sesuai dengan pasal 11 Peraturan 

Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 memiliki tugas, yaitu: 

a. Institusi Penerima Wajib Lapor melakukan rangkaian pengobatan dan/atau 

perawatan guna kepentingan pemulihan pecandu Narkotika berdasarkan 

rencana Rehabilitasi. 

b. Dalam hal institusi penerima wajib lapor tidak memiliki kemampuan 

untuk melakukan pengobatan dan/atau perawatan tertentu sesuai rencana 

rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkotika, orang tua, wali 

dan/atau keluarganya, 

c. Institusi Penerima wajib lapor harus melakukan rujukan kepada institusi 

yang memiliki kemampuan tersebut. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian 

dengan mengangkat judul: “PERANAN INSTITUSI WAJIB LAPOR 

SEBAGAI UPAYA REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DI KOTA 

PALEMBANG”. 

                                                             
27 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, “Institusi Wajib Lapor”, 

https://dinkes.sumselprov.go.id/2019/09/institusi-penerima-wajib-lapor/  diakses pada 19 Februati 

2021, pukul 7.11. 

https://dinkes.sumselprov.go.id/2019/09/institusi-penerima-wajib-lapor/
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas untuk membatasi ruang lingkup 

permasalahan maka penulis memnentukan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peranan Institusi Pelaksanaan wajib lapor pecandu Narkotika 

sebagai upaya Rehabilitasi di Kota Palembang? 

2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat yang mempengaruhi dalam 

pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu Narkotika di Kota Palembang? 

3. Apa Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 

Pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu Narkotika di Kota Palembang? 

C. Tujuan Penelitian 

Soejono Soekamto mengatakan bahwa tujuan dari sebuah penulisan ialah 

untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, agar dapat merumuskan 

masalah dan juga memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu 

gejala sehingga dapat merumuskan suatu hipotesa.28 Berdasarkan Rumusan 

masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peranan Institusi Pelaksanaan 

wajib lapor (IPWL) pecandu Narkotika sebagai upaya Rehabilitasi di Kota 

Palembang. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor – faktor penghambat proses 

hukum yang dilaksanakan oleh Institusi wajib lapor bagi Pecandu 

Narkotika di Kota Palembang. 

                                                             
28  Soerjono Soekanto,  Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia-UI 

Press, 2008, hlm.9. 
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3. Untuk dapat mengetahui upaya yang dapat dilakukan terhafap hambatan – 

hambatan yang dilakukan oleh institusi penerima wajib lapor dalam 

pelaksanaan wajib lapor pecandu Narkotika di Kota Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Badan Narkotika Kota 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam 

perkembangan ilmu kepada masyarakat dalam pencegahan dalam penyalahgunaan 

narkotika khususnya di Kota Palembang. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini di masyarakat khususnya di kota Palembang agar dapat memberi 

informasi terkhusus dalam Pelaksanaan Wajib lapor bagi Pecandu narkotika baik 

yang terjadi pada diri sendiri ataupun orang lain. 

3. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat mengembangkan serta memperluas wawasan berpikir 

penulis dalam menganalisis suatu permasalahan khususnya tentang Peranan 

Institusi Wajib lapor (IPWL). 

E.  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Pada Penelitian ini, Penulis membatasi yakni pada 

Penelitian Hukum Pidana Pada Umumnya, dengan melihat hal yang berkaitan 

dengan faktor penyebab pelaku penyalahgunaan narkotika dan Dinas Sosial dalam 
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Melaksanakan Peranan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di Kota 

Palembang. 

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep 

1. Kerangka Teori 

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat 

jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya 

yang tertinggi.29 dalam menganalisis permasalahan penelitian ini adalah pada 

pelaksanaan Wajib Lapor pecandu Narkotika di Kota Palembang. 

a. Teori Peranan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata Peran diartikan sebagai suatu 

bagian yang dimainkan oleh seorang pemain, dan juga dapat diartikan sebagai 

Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu Peristiwa. 

Soerjono Soekanto Membagi unsur - unsur Peranan sebagai berikut:30 

a. Peranan Seorang yang bersifat ideal (ideal role) 

b. Peranan yang seharusnya (expected role) 

c. Seorang yang menganggap Peranannya sendiri (Perceived role) 

d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role). 

Penegak Hukum merupakan warga masyarakat yang memiliki hak dan 

kewajiban tertentu, dalam hal menegakkan (dalam artian mempelancar) hukum. 

                                                             
29 Satjipto Rahardjo,  Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm 254. 
30Soerjono Soekanto, Op.Cit .,hlm.133. 
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Dengan demikian, pola interaksi sosial tertentu yang nyata dalam kehidupan 

sehari – hari, akan mempengaruhi tingkah laku para penegak hukum.31 

Lamaire menganggap bahwa hak adalah suatu kebolehan untuk melakukan 

sesuatu (atau tidak melakukannya).dari sudut isinya hukum dapat berisi menjadi 

suruhan, larangan atau kebolehan (“het recht in zijn veroorlovende gedaante”). 

Dapat disimpulkan bahwa menurut Lamire bahwa hak sebenarnya merupakan 

wewenang kepada subyek hukum yang diberikan oleh hukum itu sendiri, dapat 

dibedakan menjadi: 32 

a. Hak Mutlak atau Jamak-arah, yakni kewenangan yang diberikan oleh 

hukum kepada subyek hukkum yang berlaku terhadap setiap subyek 

hukum lainnya. 

b. Hak Relatif atau searah yang merupakan kewenangan yang diberikan oleh 

hukum kepada subyek hukum tertentu, yang hanya berlaku terhadap 

subyek hukum (lain) yang tertentu pula. 

Hak – hak tersebut, biasanya dibatasi oleh kewajiban (dan hak – hak pihak 

kecil). Kewajiban merupakan tugas yang dibebankan oleh hukum pada subyek 

hukum dan yang paling utama adalah kewajiban untuk tidak menyalahgunakan 

hak.33 Peran juga dapat diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan 

dimiliki oleh orang yang berkedudukan Dalam masyarakat, sedangkan peranan 

                                                             
31 Soerjono Soekanto, Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1983, hlm.54. 
32 Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, Sendi – sendi Ilmu Hukum, Jakarta: 

Alumni,1982, hlm.51. 
33 Ibid, hlm.51. 
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merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.34 

Berdasarkan Terminology, Peranan merupakan seperangkat tingkah yang 

diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa inggris 

peranan disebut “role” yang didefinisikan adalah “Person’s task or duty in 

undertaking” artinya tugas dan kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau 

pekerjaan.35 

b.   Teori Penanggulangan Kejahatan 

kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya 

perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh 

karena itu, tujuan akhir dari kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan 

ialah tercapainya perlindungan masyarakat (social defence) untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat (social walfare) yang keduanya merupakan kebijakan 

dari kebijakan sosial (social policy).36 

2. Kerangka Konsep 

a. Konsep Rehabilitasi 

Rehabilitasi sebagai upaya dari bentuk pemidanaan yang bertujuan sebagai 

pilihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas adalah 

fasilitas yang bersifat semi tertutup, maksudnya hanya orang – orang yang 

berkepentingan khusus yang hanya dapat direhabilitasi . Bagi narapidana yang 

                                                             
34 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 

Pustaka,  2007, hlm.854. 
35 Hasan Mukmin, Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) 

dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di wilayah Lampung, Lampung: Pusat Penelitian dan 

penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepaada masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 

2014, hlm.62. 
36 Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm.4. 
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mendapatkan upaya rehabilitasi berada di lembaga pemasyarakatan yang 

memberikan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari 

narkotika. Rehabilitasi sebagai upaya utama dari jenis sanksi tindakan memiliki 

keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan dapat 

memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintergrasi lagi 

dalam masyarakat.37 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam mengkaji permasalahan penelitian ini pada bidang ilmu hukum 

dapat disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas. Maka penelitian ini 

menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu dengan mengumpulkan data 

– data dari lapangan dari badan Hukum yang bersangkutan, dengan menggunakan 

doktrin – doktrin, asas – asas dalam ilmu hukum dan segala sumber yang 

berhubungan dengan judul skripsi ini. Penelitian yuridis empiris dalam hal ini 

bertujuan agar permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dapat dianalisis 

berdasarkan sumber – sumber berupa Peraturan Perundang – undangan Nomor 35 

tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, teori 

hukum dan pendapat para ahli hukum. 

 

 

 

                                                             
37 Yong Ohoitimur, Op.Cit., hlm.41. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Dalam Penelitian ini menggunakan Pendekatan: 

a. Pendekatan kasus, merupakan salah satu metode penelitian dalam ilmu 

sosial dalam ilmu sosial dalam riset yang menggunakan metode dalam 

melakukan pemeriksaan.38 

b. Pendekatan Sosiologi Hukum merupakan pendekatan dalam menganalisis 

dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan hukum, peran 

lembaga atau instansi penegak hukum didalam struktur institusional 

hukum dalam masyakarat.39 

 

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

1. Data Primer 

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi di 

lapangan secara langsung yang tertuju pada objek penelitian. Pada penelitian ini 

Observasi dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatera 

Selatan, melakukan wawancara terhadap salah satu Perwakilan kepala Bidang 

tertentu berkenaan dengan Penelitian ini.  

                                                             
38 Kodrat Wibowo, Kajian Yuridis Empiris Dan Socio-Legal Analysis: Pengembangan 

Kerjasama Kawasan Guna Penyempurnaan Tata Kelola Dalam Perubahan Uu No. 25 Tahun 

2007 Tentang Penanaman Modal, hlm. 4-5, 

Https://Www.Academia.Edu/23072888/Kajian_Yuridis_Empiris_Dan_Socio_Legal_Analysis_Pen

gembangan_Kerjasama_Kawasan_Guna_Penyempurnaan_Tata_Kelola_Dalam_Perubahan_Uu_N

o_25_Tahun_2007_Tentang_Penanaman_Modal Diakses pada tanggal 05 November 2020 pukul 
19:18 WIB. 

 
39 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. Ke-10, Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2015, hlm.128. 
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2. Data Sekunder 

a. Bahan Hukum Primer 

Penelitian Terdiri dari Peraturan Perundang – undangan, Catatan – catatan 

resmi, atau risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang – undangan.40 Dengan 

demikian dalam penelitian ini juga menggunakan Kaidah – kaidah positif yang 

mengikat berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, Seperti: 

a) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 

b) Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) 

c) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 

d) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan 

Wajib Lapor Pecandu Narkotika 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan bahan Hukum sekunder 

yang dapat diperoleh melalui media perantara berupa buku – buku yang 

berkenaan dengan Hukum dan sesuai dengan judul Penelitian ini, catatan, buku, 

sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian. yang telah ada, dan arsip baik 

yang di publikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.41 

 

 

                                                             
40 Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm.141 
41 Peter Mahmud Marzuki,  Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2005, hlm.181. 
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c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum Terier pada penelitian ini merupakan bahan hukum yang 

memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai  bahan hukum primer atau bahan 

hukum sekunder. Meliputi Internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus 

Hukum dan Ensklopedia sesuai dengan judul penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam Penelitian ini mengumpulkan data dengan metode: 

a. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Teknik Penelitian ini untuk menunjang data yang diperoleh dari hasil 

penilitian di lapangan melalui bahan – bahan hukum yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

b. Studi Lapangan 

Penelitian ini dilakukan dengam mendapatkan data dari wawancara oleh 

Penulis secara Langsung dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun 

dalam suatu daftar yang telah diterapkan sebelumnya. 

 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut akan 

dilakukan, Dalam penelitian ini penulis melakukan Penelitian di  Badan Narkotika 

Provinsi Sumatera Selatan. 
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5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek 

yang mempunyai kualitas dan Karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populsi yang akan 

dilakukan penelitian ini di Badan Narkotika Sumatera Selatan. 

b.  Sampel 

Sampel merupakan suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih untuk 

digunakan dalam penelitian.42 Teknik Penentuan pada Penelitian ini akan 

menggunakan Purposive Sampling yakni teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu43. Adapun sampel pada penelitian ini dengan pihak – pihak 

yang termasuk dalam lingkup Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Badan 

Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kepala Bidang Rehabilitasi 

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. 

6. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif yang akan 

diuraikan berupa Bentuk kalimat. Analisis Kuantitatif merupakan cara 

menganalisis data – data yang didapatkan sebelumnya yaitu dari data primer, 

sekunder dan tersier yaitu dengan data yang telah terkumpul dikelola, 

                                                             
42 Amiruddin dan H.Zainal Asikin, Metode Penelitian Manajemen, Jakarta: PT.Raja 

Grafindo, 2015, hlm.68 
43 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Klualitatif dan R&B, Bandung: Alfabeta, 

2012, hlm. 218. 
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dikualifikasikan, diuraikan, dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh 

suatu kesimpulan dalam jawaban permasalahan. 

7. Penarikan Kesimpulan 

Dalam Menarik Kesimpulan Peneliti dengan menggunakan metode 

induktif, yakni dengan mengambil kesimpulan yang diawali dengan fakta atau 

data khusus berdasarkan penelitian di lapangan, dari hasil tersebut di susun, di kaji 

dan di olah untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.44

                                                             
44 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Kesatu), Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2002, hlm.202. 
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